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Abstract


Generation Z in Indonesia is the first Digital Native to be present in Indonesia and will immediately shift the millennial generation in various ways. The large number of population and characteristics that are different from previous generations make this group become a concern of many parties. Various surveys and research shows that there is a great enthusiasm for participation from this group in politics, this group needs different media media so that participatory forms can be well-accommodated, this is because there is a large possibility that the existing facilities will be different accept by them in this group. Things that are innovative and contain elements of novelty are considered to be suitable and considered to be able to accommodate political aspirations for generation Z, which are likely to be unpopular in Indonesia or only known by this group, and this will be a challenge for all political stakeholders in this country, given the potential which is great for the good of this nation that comes from this generation Z group.
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Latar Belakang
Berdasarkan data Kementrian Informasi (Kominfo), Indonesia merupakan Negara ke enam pengguna internet terbesar dengan rata-rata usia berkisar antara 18-24  Tahun. Data tersebut menjelaskan bahwa pengguna internet tertinggi di Indonesia adalah kaum muda. Kaum muda dengan kisaran  usia 18-24 Tahun dapat digolongkan kedalam golongan generasi Z, yakni mereka yang lahir pada tahun 1995- 2010 Seragam dengan data yang di suguhkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga mencatat bahwa pemilih potensial usia 10-20 tahun mencapai 46 juta di negeri ini. Dua data tersebut Jika di susun dalam sebuah piramida bagan, jumlah ini semakin melebar kebawah di rentang usia tengah (17-39 tahun), yang berjumlah sekitar 40 persen (data BPS). Sedangkan rentang usia dewasa (40-70 tahun) menjadi hanya sekitar 32 persen. Dominasi Generasi muda yang masuk dalam gen Z ini tidak bisa dihindari, kelompok ini dianggap akan memiliki banyak keunikan tersendiri ini, karena di dunia belum pernah ada generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan teknologi informasi yang sangat berpengaruh saat ini, Internet.

Seiring dengan itu Indonesia juga dihadapkan pada gelombang perubahan nyata. Penetrasi teknologi informasi, yang menjadi faktor terikat (embedded) dalam realitas ekonomi-politik selama sepuluh tahun terakhir, hal ini telah mengubah banyak kebiasaan hidup masyarakat dan juga memunculkan potensi suara baru di ajang politik.Tergambar jelas dengan bagaimana kelompok generasi Z ini mulai di perhatikan banyak kalangan terlebih ketika muncul kontestasi-kontestasi politik yang memburu suara dari kelompok ini. Dalam arena politik perlahan banyak yang mulai menyadari bagaimanapun mereka akan menjadi modal penting bagi siapapun yang berkepentingan di dalam kancah perpolitikan nasional. Melihat potensi masa depan negeri yang berasal dari kelompok ini sebagai generasi pengganti kelompok lawas yang potensial, untuk abai terhadap kelompok ini adalah sesuatu yang kontra produktif. Atas pernyataan pemilih pemula dalam pemilu legislatif 2014.
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Gambar 2. LITBANG Kompas Survei Kompas

Pemilih pemula yang berjumlah besar dan melek politik ini menjadi kekuatan tersendiri dalam pemilu. Rupanya, antusiasme kelompok pemilih ini pun cukup tinggi sejak 2014, di tengah menurunnya tingkat partisipasi politik pada setiap Pemilu sebelumnya, Litbang Kompas justru menemukan kenaikan Jumlah pemilih di kelompok pemilih pemula, trend ini kemudian terus berlanjut sampai  2019. Pada 2017 berdasarkan Sensus Penduduk dibuktikan di Indonesia memangakan kaum muda akan bertambah besar Menurut proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS),

Komposisi penduduk menurut kelompok generasi tahun 2017 di Indonesia yang terbesar adalah penduduk kelompok generasi milenial. Perempuan generasi milenial mencakup 33,7 persen dari populasi penduduk perempuan, sedangkan laki-laki generasi milenial sekitar 33,8 persen dari populasi penduduk laki-laki. Secara keseluruhan ada sebanyak 33,7 persen penduduk kelompok generasi milenial, dan jumlah terbesarnya adalah berasal dari Generasi Z (BPS;2017). 



Pada pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif baik tingkat nasional maupun lokal secara serentak 2019, pemilih didominasi oleh kelompok muda. Jumlah pemilih di bawah usia 35 tahun mencapai 79 juta orang atau sekitar 60 persendari total pemilih,5.035.887 Juta orang di antaranya merupakan pemilih pemula atau yang kita akan bahas sebagai kelompok Generasi Z (https://www.tifafoundation.org./:2019),mereka adalah generasi muda yang memiliki hak pilih untuk pertama kalinya. Data ini muncul juga dalam daftar Penduduk  Pemilih Potensial Pemilu (DP4) (KPU:2019). Pengakuan terhadap dampak partisipasi mereka, akan menjadi modal penting bagi siapapun yang berkepentingan di dalam kontestasi politik baikitu sekarang ataupun dimasa yang akan datang.

Generasi Z di Indonesia adalah digital native angkatan pertama, digital native  adalah seorang individu yang lahir setelah adopsi teknologi digital. Istilah  digital native tidak mengacu pada generasi tertentu. Sebaliknya, itu adalah predikat yang diberikan untuk  semua kategori  anak-anak yang telah dewasa menggunakan teknologi seperti internet, komputer dan perangkat mobile (Prensky, 2001:1-6).
Menurut Tapscott (2009), ada tiga pembagian generasi, yakni generasi X (1965-1976), generasi Y (1977-1997), dan generasi Z (1998-sekarang) terutama mereka yang lahir di perkotaan. Generasi Z ini merupakan peralihan dari Generasi Y atau generasi yang popular disebut dengan milenial, suatu peralihan yang terjadi pada saat teknologi sedang berkembang pesat (Tapscott, 2008:16) salah satu akibatnya adalah pola pikir Generasi Z cenderung serba instan, yang kemudian hal ini juga berpengaruh terhadap bagaimana kelompok ini melakukan partisipasi politik. Sebagai catatan juga, generasi tersebut belum akan banyak berperan pada bonus demografi Indonesia pada 2020. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terja disatu kali dalam sejarah suatu bangsa. Bonus demografi terjadi ketika proporsi jumlah penduduk usia produktif berada di atas 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan, atau dengan kata lain bonus demografi terjadi ketika rasio ketergantungan angkanya berada di bawah 50 (KPPPA,BPS.2018 :77).


Dalam situasi seperti ini, Konsumsi informasi bisa menjadi kunci memahami partisipasi mereka, Media sosial menjadi referensi sekaligus alat partisipasi dalam diskursus publik. Seperti halnya riset di Inggris dan AS, tren menunjukkan politisasi anak muda dilakukan lewat beragam cara, tidak eksklusif lewat kaderisasi parpol atau ormas sayapnya (tirto: 2017). Corak yang berbeda dari generasi sebelumnya adalah makin banyaknya aksi yang dilakukan secara personal dan di inisiasi oleh individu, bukan organisasi. Contohnya, banyak tersebar pemuda usia 17-21 tahun (angkatan tertua generasi Z) yang menjadi social influencer atau sering juga disebuat sebagai Buzzer lewat unggahan di Facebook, cuitan di Twitter atau foto di Instagram, menyampaikan pendapat di Vlog atau Line, menghimpun dana sosial lewat situs-situs Crowd Funding, membuat petisi online terhadap suatu kasus, atau menulis gagasan di Blog atau forum-forum Online ataupun kolom opini online, hingga membuat meme dan menyebarkannya demi untuk menyindir pembuat kebijakan atau produk kebijakan yang dihasilkan.



Ada semangat berpartisipasi yang besar dari kelompok ini terhadap politik, hanya saja bentuk-bentuk partisipatifnya harus direspon dan diwadahi dengan serius oleh para pihak, karena besar kemungkinan sarana yang sebelumnya ada akan berbeda dan tidak terlalu dapat di terima oleh mereka dalam kelompok ini. Hal-hal kebaruan yang bisa cocok dan dianggap bisamewadahi aspirasi politik bagi generasi Z ini besar kemungkinan belum popular di Indonesa atau hanya dikenal oleh kelompok ini saja, dan ini akan menjadi tantangan kedepanya mengingat potensi yang besar bagi kebaikan bangsa ini yang berasal dari kelompok generasi Z ini.


Sosiolog Karl Manheim, sebelum Don Tapscott (2008,11-16) menguraikan tentang generasi internet di Amerika yang terbagi kedalam empat kelompok generasi telah terlebih dahulu muncul dengan risetnya yang memperkenalkan teorinya tentang generasi. Menurutnya, manusia-manusia di dunia ini akan saling memengaruhi dan membentuk karakter yang sama karena melewati masa sosio-sejarah yang sama. Misalnya menurut teori ini, manusia-manusia zaman Perang Dunia II dan manusia pasca-PD II pasti memiliki karakter yang berbeda, meski saling memengaruhi. Menurut Mannheim (1972:22-24), manusia-manusia yang melewati suatu lingkup waktu tertentu pada akhirnyaakansalingmemengaruhi dan memiliki karakteristik serupa. Itu sebabnya, mereka yang disebut milenial adalah generasi yang pernah melewati milenium kedua: artinya pernah hidup di zaman pra-internet dan pos-internet.

Teori ini kemudian memunculkan diskursus baru ketika muncul berbagai pendapat tentang pengelompokan generasi dimana para sosiolog kemudian membagi manusia menjadi sejumlah generasi: Generasi Era Depresi, Generasi Perang Dunia II, Generasi Pasca-PD II, Generasi Baby Boomer I, Generasi Baby Boomer II, Generasi X, Generasi Y alias Milenial, lalu Generasi Z dan generasi Aplha. Pembagian ini biasanya berdasarkan rentang tahun kelahiran. Diskursus ini kemudian semakin berkembang karena muncul fenomena yang menunjukan bagaimana Milenial gelombang pertama merasa tak satu karakteristik dengan kelompok milenial muda,Namun, rentang tahun didefinisikan berbeda-beda menurut sejumlah pakar, tapi tidak terlalu jauh rentangnya, Pada 2012 jurnalis Bruce Horovitz  dalam essay nya yang berjudul “After Gen X, Millennials, what should next generation be?” (USAToday.com:2019) mencoba mengelaborasi tentang siapa itu Generasi Z, dengan perhitungan rentang umur yang digunakan masih belum jelas pada saat itu. National Statistics Canada, badan statistik Kanada merilis data resmi hasil sensus kependudukan tahun 2011, yang memperjelas kelompok mana yang disebut sebagai generasi Z, hasilnya adalah mereka yang lahir sejak 2003-2011 adalah mereka yang di sebut sebagai generasi Z (statcan.2017) pada 2015 komisi eropa juga terlibat dalam sebuah penelitian memunculkan hasil riset yang dilakukan tentang persepsi generasi Z, laporan yang berjudul “Engaging Generation Z ; Motivating young people to engage positively with international development” riset ini di fasilitasi oleh Bond, Lembaga yang membawahi lebih dari 440 NGO yang bergerak dalam pemberdayaan di seluruh uni eropa dalam berbagai bidang, seperti social politik budaya. Organisasi yang berbasis di Inggris ini, dalam laporannya itu adalah mengangkat karakterisitik generasi Z yang  disimpulkan memiliki perbedaan signifikan dengan kelompok generasi-generasi sebelumnya, termasuk masalah partisipasi politik yg cukup berbeda dengan generasi terdekatnya para milenial (bond.org.2018).
Di Asia Tenggara tentang generasi Z secara umum mulai dipopulerkan dengan munculnya publikasi ilmiah, sebuah hasil riset yang di adakan oleh McCrindle Research Centre sebuah Lembaga riset berbasis di Australia (McCrindle.org), yang menghasilkan, Nilai, ciri kepribadian, dan gaya hidupGenerasi Z, serta berbagai preferensinya akan berbagai hal, termasuk didalamnya adalah preferensi cara mereka berpartisipasi dalam Politik, social, ekonomi dan budaya. 


Dengan mempertimbangkan sejumlah literatur teoritis di atas, tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana di perlukannya sebuah respon dari berbagai pihak yang nantinya bisa efektif menampung partisipasi politik yang muncul dari kelompok generasi Z di Indonesia, Tulisan ini akan mencoba membahas bagaimana Kelompok ini menjadi penting karena akan memunculkan bonus demografi yang positif bagi kondisi bangsa, hal yang mempunyai kemungkinan tidak terjadi jika para generasi yang lebih senior tidak memberikan bentuk bentuk wadah aspirasi yang cukup memadai bagi kelompok ini agar tertarik untuk berpartisipasi pada proses politik sementara proses politik di Indonesia dinilai oleh kelompok ini cenderung masih konservatif atau manual. Menjadi kekhawatiran besar tentunya jika pada tahun 2024 dan selanjutnya, partisipasi generasi Z menjadi rendah dalam proses politik bukan karena mereka tidak tertarik atau tidak peduli pada politiknya, namun lebih karena mereka tidak tertarik pada proses politik yang dianggapnya ketinggalan zaman.
Pembahasan
Generasi Z dan Internet di Indonesia

Terlepas dari berbagai teori yang memiliki perbedaan-perbedaan, ada satu garis kesamaan yang bisa di ambil dari pendefinisian kelompok ini, yaitu semua mengakui bawa generasi Z adalah orang-orang yang lahir di generasi internet. generasi yang sudah menikmati keajaiban teknologi setelah kemunculan internet. Internet di Indonesia awalnya muncul diranah akademis. Jaringan Internet awalnya merupakan proyek penelitian yang dilakukan para peneliti di Universitas Indonesia (Lim.2005:65-66). Koneksi pertama Internet di Indonesia tecatat dilakukan oleh Joseph Luhukay pada tahun 1983 yang mengembangkan jaringan UI Net (University of Indonesia Network) di kampus Universitas Indonesia. Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan Internet global ketika UI Net yang dikembangkan Luhukay secara resmi terhubung dengan jaringan Internet global yang saat itu masih bernama UUNet pada tahun 1984.

Kemunculan Internet ranah publik Indonesia terjadi pada 1990 dan baru pada 1994, Internet coba dimulai untuk di komersialkan, hal ini kemudian ditandai dengan kemunculan PT. Indo Internet (IndoNet) yang muncul sebagai penyelenggara jasa internet (ISP) komersial pertama di Indonesia. Dengan timeline itu, menjadi lebih jelas untuk bisa menggambarkan siapa yang termasuk Generasi Z Indonesia, mereka adalah warga negara Indonesia yang lahir pada pertengahan 1990an sampai medio 2000an. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan, pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkatke-8 di dunia, dan Dari jumlah pengguna internet tersebut, 80 persen di antaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun (Kominfo ;2018). Umur tertua dari generasi Z berusia 21 atau 22 tahun di tahun 2019. Artinya, sebagian dari mereka sudah memasuki dunia kerja menggantikan atau bergabung dengan generasi sebelumnya. Generasiini juga adalah generasi yang sudah merasakan peyaluran aspirasi politik beberapa kali, sehingga mendapatkan learning experience terhadap proses politk. Dan juga dengan angka akses terhadap gawai/smartphone sebanyak itu. Artinya, setiap informasi tentang kebijakan pemerintah sangat mudah untuk dikritisi melalui wahana sosial media.
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Gambar 5.  KomposisiPendudukberdasarkan
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Secara umum Generasi Z ini memiliki potensi yang lebih besar di bandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya dalam melakukan partisipasi politiknya dengan bentuk apa pun. Hal ini didukung dengan penetrasi teknologi informasi di Indonesia yang cukup cepat, Generasi ini dinilai adalah kelompok orang-orang paling terdidik yang pernah ada (McCrindle) dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia namun juga fenomena ini terjadi juga di pelbagai belahan dunia. Jika perbandingan sarjana pada Generasi Baby Boomers adalah 1 berbanding 5, sementara Generasi X adalah 1 berbanding  4, dan Generasi Y adalah 1 banding 3, maka Generasi Z diisi 1 banding 2 orang. Hal ini kemudian berakibat generasi  , generasi ini juga memulai sekolah lebih awal dari generasi-generasi sebelumnya. Hal ini dengan otomatis Membuat generasi ini lebih akrab dengan teknologi dan pendidikan, lebih gesit, dan serba-bisa atau multi-tasking. Generasi Z juga jadi orang-orang terakhir yang lahir di abad 20 dan mereka adalah generasi yang akan memegang kendali terhadap peradaban. Baik di bidang politik industri, budaya, maupun social.
Generasi Z tantangan dalam partisipasi politik

Dari tinjauan arti katanya, ”partisipasi” berarti kesertaan, keikutsertaan, keterlibatan, kontribusi, peran serta, kerjasama, kooperasi. ”Berpartisipasi” berarti berperan/ikut serta, mengikuti, menyerikati, terlibat, terjun. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (Berger.1982: 20). Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.


Kajian-kajian partisipasi politik banyak dilakukan di negara-negara berkembang yang partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan (Hutington&Nelson. 1990:9-10) dalam literatur-literatur pembangunan politik yang berbasiskan teori modernisasi, partisipasi politik merupakan bidang kajian pembangunan politik yang dilakukan oleh ahli-ahli ilmu politik seperti Gabriel A. Almond, Colleman, Lucyan W. 
Pye, dan Samuel P. Huntington. Ada beberapa konsep tentang partisipasi politik. Menurut Samuel Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah Apa saja bentuk-bentuk partisipasi politik, Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences, (1972: 252) mengatakan bahwa, Partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum). Yang terutama lihat oleh kedua ilmuwan ini adalah ”tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah”, sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi ”alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat” (the authoritative allocation of values for a society). 

Ramlan Surbakti mengartikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Surbakti, 1992: 141). Berdasarkan definisi konseptual tersebut dan penjelasannya, setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh bukan warga negara biasa. Institusi yang menjadi objek politik dalam partisipasi politik adalah pemerintah sebagai pemegang otoritas.




Untuk membedakan sebuah aktivitas politik tertentu sebagai partisipasi politik atau bukan, Huntington dan Nelson dan Ramlan Surbakti memberikan beberapa batasan atau ”rambu-rambu” dalam penggunaan konsep partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson (Huntington dan Nelson, 1994: 4-8), konsep partisipasi politik memiliki beberapa aspek definisi inti: Pertama, mencakup kegiatan-kegiatan (perilaku politik yang nyata) tetapi bukan sikap-sikap. Kedua, yang menjadi perhatian adalah kegiatan politik warga negara, atau lebih tepat lagi perseorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara. Ketiga, yang menjadi pokok perhatian hanyalah kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, mencakupsemua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, tak peduli apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek tersebut (tidak tergantung dari berhasil atau tidaknya kegiatan partisipasi politik). Kelima, mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau yang disebut sebagai partisipasi otonom (autonomous participation), akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar sipelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah atau partisipasi yang dimobilisasikan (mobilized participation).
Gabriel Almond membagi 2 bentuk Mode partisipasi politik, mode partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik (Said. 2007:97) Model ini terbagi kedalam 2 bagian besar: Conventional dan Unconventional. Conventional adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye. Mode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. Unconventional adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya Gerakan Sosial Baru (New Social Movements). 



Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (environmentalist), gerakan perempuan gelombang 2 (feminist), protes mahasiswa (students protest), dan teror. Untuk Unconvetional mode ini, perkembangannya masih terus berjalan dengan ragam bentuk yang terus berkembang.

Generasi milenial yang memiliki sikap politik yang dinamis dan peduli. Kemudian menularkannya kepada Generasi Z, Dalamhalini, kebanyakan sikap politik generasi Z cenderung berbanding terbalik dengan generasi-generasi sebelumnya. Meskipun tidak menutup kenyataan bahwa masih menyisakan konservatisme.



Gerakan politik kaum milenial yang Unconventional, berbeda, jadi fenomena global akhirnya akan menjadi landasan awal bagaimana generasi Z akan terlibat dalam bentuk-bentuk partisipasi, untuk mode Conventional yang paling popular di negeri ini, yaitu Pemilihan Umum, Sesuai dengan bahasan sebelumnya,  Jika Generasi Z pertama adalah mereka yang lahir pada 1995, artinya orang yang paling tua dariGenerasi Z Indonesia pada 2019 sudah berumur 24 tahun. Menilik konstitusi Indonesia, seseorang yang berumur 24 tahun setidaknya telah mengalami 3 kali pemilu. Mereka yang sudah berumur 17 tahun pada 2012 pasti sudah pernah merasakan gegap gempita pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif pada 2014 silam, Pilpres, Pilkada Serentak, dan kompleksitas pemilu 2019.

Dalam kelompok Unconventional di Indonesia yang mana dengan perkembangan teknologi informasi terutama internet seperti yang sudah di bahas, tidak akan mengherankan dalam beberapa tahun kedepan, apalagi dengan kemenangan salah satu capres yang telah terbukti di periode sebelumnya terbuka akan perubahan-perubahan yang dinamis, kita akan kembali melihat bentuk-bentuk partisipasi politik yang cukup menghebohkan Indonesia seperti yang telah dilakukan seniornya, para milenial sebelumnya, gerakan koin, gerakan teman ahok, berbagai macam Tagar#, meme tronjaltronjol, aksi “peluk” atlet pancaksilat, standup comedy didepan DPR RI, atau yang paling baru menyuarakan keresahannya lewat film dokumenter swadaya yang di viralkan sendiri, namun kali ini semua itu akan datang dari kelompok yang lebih muda, generasi Z.

Masa depan di negeri ini ada di tangan generasi Z. Yang harus semua pihak sadari bahwa generasi Z bukanlah generasi millennial. Generasi Z memiliki karakter dan cara berpikir yang berbeda dengan generasi millennial. Mengenai mereka yang saat ini masih tak bersuara, karena di tengah peradaban ini, generasi Z masih dalam proses berjalan dan berbicara, dan Jumlah merekas emakin banyak.
Potensi GEN Z dan Tantangan

Kondisi politik Indonesia saat ini tengah berjalan kearah yang lebih baik bagi generasi Z, kelompok ini bisa belajar banyak dari 2 periode pemilu presiden yang memberikan banyak pelajaran.  Kemampuan kelompok ini dalam pemanfaatan terkait partisipasi politik mereka terhadap media sosial sebagai ruang publik baru pun akan semakin berkembang. Di antara kelompok generasi yang lain Andrzej Kaczmarczyk dalam cyber democracy: Change of Democratic Paradigm in the 21st Century, mengganggap kelompok ini secara global adalah kelompok yang paling siap untuk terlibat dalam berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik model baru yang akan muncul kedepannya, Fenomena ini ditandai empat faktor penting. Pertama, trend global dalam mempraktikkan model demokrasi partisi patoris. Kedua, komunikasi politik interaktif. Ketiga, konflik sering kali dimediasi oleh pengguna informasi berbasis teknologi komunikasi. Dan keempat, transformasi politik yang terhubung ke internet dan memberi akses pada informasi yang bersifat personal (2010:14).
Dalam mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan kampanye, keterlibatan generasi Z dalam menyalurkan aspirasi lewat mekanisme Pemilu di Indonesia diatur dalam beberapa aturan, diantaranya aturan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 7 menyatakan, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Kemudian pada Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68, yakni warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Pada Pemilihan Umum Pada tahun 2019 yang baru saja berlangsung, semua generasi Y atau milenial dan sebagian generasi Z, di Indonesia berdasarkan peraturan diatas, sudah memiliki hak untuk memilih, dan pada tahun 2024, sebagian besar dari generasi Z juga akan memiliki hak pilihnya, dan 2024 artinya hanya 6tahun saja jaraknya. Menurut data BPS, angka harapan hidup orang Indonesia rata-rata 70,1 tahun (BPS;2019). Jika digenapkan jadi 70 tahun, artinya seorang Generasi Z bisa mengalami pemilu 86 sampai 87 kali dalam seumur hidupnya, dengan syarat konstitusi negara ini masih seperti saat ini, tidak ada perubahan. Hal ini adalah Sebuah potensi partisipasi politik yang besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh para stakeholder politik di negeri ini,  Pertanyaannya adalah, apakah generasi Z akan tertarik untuk berpartisipasi pada proses politik jika proses politik di Indonesia masih konservatif atau manual seperti saat ini,saat milenial menua dan generasi Z  di Indonesia semuanya sudah dewasa, hal ini harus menjadi pemikiran semua pihak.

Penutup Partisipasi Politik Generasi Z

Data Badan Pusat Statistik 2017 mengungkapkan jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 15-19 tahun (berusia 17-21 tahun pada tahun 2019) mencapai 22,2 juta orang separuh dari generasi milenial, dan akan bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Potensi suara yang dimiliki generasi ini perlu untuk dikaji, dari beberapa uraian di atas bisa disimpulkan ada beberapa karakteristik Generasi Z yang sama sekali beda dengan pendahulunya para Milenials, terutama dalam menyikapi politik di negeri ini. Bagaimana sikap politik generasi Z penting dicermati sebagai sandaran pembuatan kebijakan yang menyasar mereka. generasi Z akan mengubah wajah politik Indonesia walaupun untuk mengerti dan mengetahui kearah mana dan bagaimana perubahannya perlu penelitian dan berbagai survei lanjutan. Namun gambaran besarnya dalam perilaku politik, bagaimana corak aspirasi politik generasi Z dan bagaimana memunculkan partisipasi mereka di ranah publik sudah bisa di lihat dari berbagai penelitian yang dilakukan berbagai pihak.

Keunikan yang dimiliki kelompok ini membuat pembahasan tentang aspirasi politik hanya di ukur dengan cara konvensional, seperti Pemilu semata menjadi terlihat sangat sempit.dibeberapa tempat seperti Amerika dan Inggris perbedaan yang muncul antara generasi Z dan millennial dalam permasalah public juga muncul Konektivitas di gital telah membentuk generasi Z di Inggris untuk merasa sebagai warga global yang harus peduli isu internasional, terutama yang berdampak secara regional, seperti terorisme dan krisis pengungsi di Eropa. Meski demikian, konektivitas ini juga menciptakan kontradiksi. Di satusisi, generasi Z terlihat lebih cepat dan tanggap untuk terjun kemasyarakat. Di sisi lain, konektivitas digital mengisolasi mereka dalam ruang politik yang partisan. 





Ada kecenderungan melihat dunia secara terpolarisasi dan mengakibatkan diskoneksi sosial dalam dunia nyata (Bond,2015:23). Sedangkan di Amerika  hasil dari penelitian berjudulIgen’s Political & Civic Outlook (GenHQ.com:2019) dibanding milenial, I Gen (sebutan popular generasi Z di US) terlihat lebih skeptis terhadap status quo, mempunyai tingkat Kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah, ada sedikit kepercayaan terhadap partisi pasipolitik dan menganggap penting bagi perubahan sosial, dan kontradiktifnya mereka juga menganggap voting dalam Pemilu dapat berdampak langsung (2016).

Di Indonesia sebagaimana telah dibahas diatas, Generasi Z di Indonesia adalah digital native angkatan pertama, terutama mereka yang lahir di perkotaan. Konsumsi informasi bisa menjadi kunci memahami partisipasi mereka. Media sosial menjadi referensi sekaligus alat partisipasi dalam diskursus publik. Pada Pemilu April 2019 yang lalu banyak yang beranggapan bahwa tidak akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa tingkat partisipasi tidak akan berbeda jauh, namun anggapan ini terbantahkan dengan berbagai data yang menunjukan bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 jauh meningkat tajam dari pemilu-pemilu sebelumnya, terlepas dari berbagai faktor, peningkatan ini bisa memunculkan Anggapan bahwa kaum muda apatis terhadap dunia politik ini  . hastag #firstvoter yang bermunculan di berbagai platform media sosial pasca pencoblosan 17 April 2019 bisa di tangkap sebagai kemunculan generasi Z gelombang pertama pada sarana partisipasi politik konvensional ini artinya terlepas dari apapun pemilihannya seragam dengan berbagai survey Pemilu masih di anggap sebagai salah satu sarana partisipasi Politik yang masih menarik bagi generasi Z Indonesia.


Bagi Generasi Z, media konvensional dianggap tidak menarik, dunia maya dianggap lebih menarik, oleh karena itu Penting bagi stake holder politik manapun untuk membangun komunitas, tidak hanya berbasis fisik tapi juga online bagi generasi Z, selama ini hal ini kerap kali tidak di seriusi oleh Partai politik atau stake holder lainnya, nantinya dari komunitas ini harus ada upaya lebih konkrit dan inisiatif untuk membuka diskusi di media sosial. Kemudian mendorong kembali generasi Z untuk terhubung kembali dengan realitas. Komunitas ini beranggotakan serangkaian audiens yang dikhayalkan. Layaknya imagined communities -benedict Anderson (2001:xxix) tentang Indonesia. Mereka tidak saling mengenal, tetapi terkoneksi lewatakun media sosial yang mereka ikuti entah karena ingin mencontoh atau mengkritik. Hanya saja, aksi politik ini (dalam arti luas, termasuk status dan komen) cenderung di dasari bukan oleh bingkai ideologi atau ikatan kebangsaan, tetapi preferensi personal yang pragmatis. Dan ini adalah tugas lanjutan tentang Pendidikan politik yg harus dilakukan oleh para pemegang kepentingan sebagaimana yang di amanatkan oleh Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik atau U No 40 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 3 tentang pemuda sebagai agen perubahan.

Komisi Nasional Hak Asasi pernah memunculkan data yang menunjukan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 tercatat ada 1.998.426  orang pemilih pemula tak bisa menyalurkan hak suaranya disebabkan karena belum memiliki kartu tanda penduduke lektronik (Komnas HAM:2019). Angka ini terakumulasi dari daerah-daerah di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Para pemilih ini merupakan gabungan dari pemilih potensial non-KTP elektronik, pemilih belum melakukan perekaman, dan belum memiliki e-KTP. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwas yarat menjadi pemilih adalah memiliki e-KTP. Solusi terhadap hal ini kemudian dimunculkan di UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di anggap dapat memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang pada 17 April 2019 genap berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2019. 

Secara kuantitatif, jumlah pemilih pemula cukup besar dan berkontribusi signifikan bagi kemenangan Pasangan Calon Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg). Dari sini ada permasalahan Regulasi yang harus di selesaikan oleh pemangku kepentingan, terkait prosedur untuk lebih baik kedepannya jika ingin bisa membantu simpati dari kelompok generasi Z. 

Pengamat Politik dari Global Studies Northwestern University menyebut pengaruh orangtua terhadap pilihan politik Generasi Z cukup dominan. Hal serupa juga muncul dari lembaga survei Charta Politika Indonesia. Generasi Z di Indonesia sering dianggap sebagai remaja yang lugu terhadap situasi dinamika politik. Tidak heran dua lembaga tersebut memunculkan pendapat demikian Padahal, Gen Z memiliki cara berpolitik yang berbeda dari gaya politik yang dianut oleh kakek-nenek bahkan orang tua mereka sendiri. Mungkin survei itu cocok untuk menggambarkan angkatan pertama dan kedua generasi Z di Indonesia, namun ini akan berkembang, angkatan selanjutnya sangat bisa saja terjadi perubahan. Pertimbangannya adalah mereka adalah generasi paling terpapar oleh teknologi, hal ini membuat mereka adalah generasi yang mengagap teknologi yg di anggap oleh generasi sebelumnya luar biasa menjadi biasa.




Pemilu 2019 adalah pemilu yang dipastikan sudah di ikuti oleh generasi Z, suasana menjelang pemilu harus diakui bagi sebagian pihak tidak ada ruang untuk menjadi netral. Ketika kita tidak masuk kesatu kubu, dengan segera kita dianggap berada di kubu sebelah.bahkan pengamat politik menganggap peristiwa ini hanyalah permulaan dari pertarungan lebih besar. Hal ini tidak luput dari pengamatan generasi Z, dan ini memberikan pelajaran berharga dan serta membentuk mind set terkait politik atau pemilu politik. Pelajaran tentang bagaimana Politik dijalankan lewat penggunaan ketakutan (fear mongering) sangat jelas dan bisa dirasakan dimana saja termasuk di dunia generasi Z, dunia maya. 



Barry Glassner mengatakan bahwa fear mongering adalah tindakan yang meminta publik untuk takut dan waspada terhadap sesuatu yang dianggap akan mengancam kehidupannya. Ketakutan yang disebarkan ini adalah ketakutan eksistensial. Yang dibidik adalah kemungkinan kemusnahan seseorang dan golongannya. Fear mongering membuat orang berpikir dan bertindak dalam bingkai ‘zero sum game’. (glassner. 2004:819-824) Jika pihak mereka menang, kita akan musnah. Jika kita menang, mereka harus kita musnahkan. Narasi ini kemungkinan besar akan di tinggalkan oleh generasi Z, Survei yang dilakukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk pemilih pemula setingkat SMA di Medan, Jayapura dan Depok menunjukkan bahwa generasi Z sudah menunjukkan kesadaran berpolitik, ditandai dengan komitmen untuk tidak mengambil uang kampanye (money politics), mengikuti isu pemilu di media sosial, serta menganggap bahwa pendidikan politik urgen untuk dilakukan generasi Z nampaknya sadar ada yang salah dengan Politik di Negeri ini, Fanatis mendalam pemilu pada ujungnya kerap tidak menghasilkan apa-apa, kecuali permusuhan sudah mereka mulai dipelajari
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